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PROVINSI JAW A BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 232

TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

a. bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan yang
bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah yang sudah
diarahkan penggunaannya dan belum teranggarkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran

2023 serta usulan dari beberapa Perangkat Daerah penyesuaian

rekening sub rincian belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023, maka untuk
melaksanakan program dan kegiatan tersebut, perlu dilakukan
melalui Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bekasi Nomor 232 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023;

b
. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang
Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bekasi Nomor 232 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023.

1
. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah denganUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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2
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem dan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

8
. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
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9
. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18

, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1213);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,

Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);
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27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 10);

28. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
Nomor 118);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011

Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2017 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018
Nomor 5);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pernyataan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2018 Nomor 6);

34. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 203);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 11);

36. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 232 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023
Nomor 7).
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 232 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 232 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 232) diubah sebagai berikut :

1
. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran
2023 semula sebesar Rp6.951.799.778.476,00 bertambah sebesar Rp
223.793.238.082

,00 sehingga menjadi Rp 7.175.593.016.558,
00.

2
. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan Daerah semula sebesar Rp6.
061.448.290.468

,00, bertambah sebesar

Rp217.723.555.086,00 menjadi Rp6.279.171.845.554,00 yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b

. Pendapatan Transfer.

3
. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
semula sebesar Rp3.318.453.454.654,

00 bertambah sebesar

Rp217.723.555.086,00 sehingga menjadi Rp3.536.177.009.740,00 yang terdiri
atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
b

. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a semula sebesar Rp2.472.279.530.000,

00 bertambah sebesar

Rpl42.895.436.126,00 menjadi sebesar Rp2.615.174.966.126,
00;

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b semula sebesar Rp846.173.924.654,00 bertambah sebesar
Rp74.828.118.960,00 menjadi sebesar Rp921.002.043.614,00

4
. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 7

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.472.279.530.000,00 bertambah sebesar
Rpl42.895.436.126,00 menjadi sebesar Rp2.615.174.966.126,00 yang terdiri
atas Dana Perimbangan;

(2) (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
ayat (1) huruf b semula sebesar Rp846.173.924.654,

00 bertambah sebesar

Rp74.828.118.960,00 menjadi sebesar Rp921.002.043.614,00 yang terdiri atas
Bantuan Keuangan.

5
. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar
Rp6.876.799.778.476,00 bertambah sebesar Rp223.793.238.082,00 menjadi sebesar
Rp7.100.593.016.558,00, yang terdiri atas:
a

. Belanja Operasi;
b

. Belanja Modal;
c

. Belanja Tidak Terduga; dan
d

. Belanja Transfer.

6
. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp5.200.340.339.765,00 bertambah
sebesar Rpl58.586.751.774,00 sehingga menjadi Rp5.358.927.091.539,

00,

yang terdiri atas:
a. Belanja Pegawai;
b

. Belanja Barang dan Jasa;
c

. Belanja Hibah; dan
d

. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar
Rp2.481.538.604.776,00 berkurang sebesar Rp(3.085.961.326,00) sehingga
menjadi Rp2.478.452.643.450,

00;

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula
sebesar Rp2.494.680.646.189,00 bertambah sebesar Rpl56.665.442.140,

00

sehingga menjadi Rp2.651.346.088.329,
00;

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar
Rp 159.355.588.800,

00;

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula
sebesar Rp64.765.500.000,00 bertambah sebesar Rp5.007.270.960,00 sehingga
menjadi Rp69.772.770.960,00.

7
. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 10

(1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a semula

sebesar Rp2.481.538.604.776,00 berkurang sebesar Rp(3.085.961.326,00)
sehingga menjadi Rp2.478.452.643.450,00 yang terdiri atas:
a. Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
b

. Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur

Sipil Negara;
d

. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
e

. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
f

. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
g. Belanja pegawai BOS;
h

. Belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b
semula sebesar Rp2.494.680.646.189,

00 bertambah sebesar

Rpl56.665.442.140,00 sehingga menjadi Rp2.651.346.088.329,00 yang terdiri
atas:

a. Belanja barang;
b

. Belanja jasa;
c. Belanja pemeliharaan;
d

. Belanja perjalanan dinas;
e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak

lain / masyarakat;
f

. Belanja barang dan jasa BOS;
g. Belanja barang dan jasa BLUD.

(3) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c

sebesar Rpl59.355.588.800,00 yang terdiri atas:
a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
b

. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia;

c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;

(4) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d
semula sebesar Rp64.765.500.000,00 bertambah sebesar Rp5.007.270.960,00

sehingga menjadi Rp69.772.770.960,00 yang terdiri atas :
a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
b

. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

8
. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula
sebesar Rp915.428.193.428,00 bertambah sebesar Rp59.547.076.482,00
sehingga menjadi Rp974.975.269.910,00, yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah;
b

. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d

. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
e

. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
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(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar

Rp49.983.566.000,
00;

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b semula sebesar Rpl88.093.037.739,

00 bertambah sebesar

Rp69.390.415.923,00 sehingga menjadi Rp257.483.453.662,00;

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c semula sebesar Rp333.819.163.658,

00 bertambah sebesar

Rp388.114.254,00 sehingga menjadi Rp334.207.277.912,
00;

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d sebesar Rp294.949.232.381,

00;

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
semula sebesar Rp48.583.193.650,00 berkurang sebesar Rp( 10.231.453.695,00)
sehingga menjadi Rp38.351.739.955 ;

9
. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a
sebesar Rp49.983.566.000,00 yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil;

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 1 ayat
(1) huruf b semula sebesar Rp 188.093.037.739,00 bertambah sebesar
Rp69.390.415.923,00 sehingga menjadi Rp257.483.453.662,00 yang terdiri
atas:

a. Belanja modal alat besar;
b

. Belanja modal alat angkutan;
c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
d

. Belanja modal alat pertanian;
e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
f

. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;

g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
h

. Belanja modal alat laboratorium;
i

. Belanja modal komputer;

j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
k

. Belanja modal rambu-rambu;
1

. Belanja modal peralatan olahraga;
m. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11
ayat (1) huruf c semula sebesar Rp333.819.163.658,

00 bertambah sebesar

Rp388.114.254,00 sehingga menjadi Rp334.207.277.9 12,00 yang terdiri atas:
a. Belanja modal bangunan gedung;
b

. Belanja modal monumen;
c. Belanja modal bangunan menara;
d

. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal
11 ayat (1) huruf d sebesar Rp294.949.232.381,00 yang terdiri atas:
a. Belanja modal jalan dan jembatan;
b

. Belanja modal bangunan air;



c. Belanja modal instalasi;
d

. Belanja modal jaringan.

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat
(1) huruf e semula sebesar Rp48.583.193.650,00 berkurang sebesar
Rp(10.231.453.695,00) sehingga menjadi Rp38.351.739.955 yang terdiri atas:
a

. Belanja modal bahan perpustakaan;
b

. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
c. Belanja modal aset tidak berwujud;
d

. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
semula sebesar Rp5.748.584.283,00 bertambah sebesar Rp5.659.409.826,00
sehingga menjadi Rpl 1.407.994.109,00;

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar
Rp815.351.488.008,00 bertambah sebesar Rp6.069.682.996,00 sehingga menjadi
Rp821.421.171.004,00 yang terdiri atas :
a. Penerimaan Pembiayaan;
b

. Pengeluaran Pembiayaan.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a
semula sebesar Rp890.351.488.008,00 bertambah sebesar Rp6.069.682.996,00
sehingga menjadi Rp896.421.171.004,00 yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar
Rp(815.351.488.008,00) bertambah sebesar Rp(6.069.682.996,00) sehingga
menjadi Rp(821.421.171.004,00);

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp 815.351.488.008,00 bertambah
sebesar Rp 6.069.682.996,00 sehingga menjadi Rp 821.421.171.004,00.

10



14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1
. Lampiran 1 Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2
. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Pasal II

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini,
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 17 April 2023

Pj. BUPATI BEKASI

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tapggSfT

"

ÿ : 17 April 2023
SEÿRETARTS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

DANI RAMDAN

;DY SUPRIY;

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 24
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